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Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip tujuan (Destination Principle) yaitu suatu
prinsip pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa oleh negara tempat pemanfaatan atau
konsumsi barang dan jasa tersebut. Berdasarkan prinsip ini, Pgjak Pertambahan Nilai dikenakan atas
konsumsi di dalam Daerah Pabean, sedangkan atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan di luar Daerah
Pabean tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Atas dasar prinsip tujuan (Destination Principle) ini, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tidak
mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak. Pengecualian dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai ini dilakukan melalui metode Zero Rate, yaitu atas ekspor Barang Kena Pajak ditentukan
sebagai penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0%. Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai dengan tarif 0% ini telah membuat ekspor Barang Kena Pajak menjadi bebas dad pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai secara penuh (Free of Tax), karena atas Barang Kena Pajak yang diekspor tersebut tidak
dikenakan Pagjak Pertambahan Nilai dan Pengusaha ekspor tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas
perolehan barang dan jasa yang berhubungan dengan Barang Kena Pajak yang diekspor tersebut.

Berbeda halnya dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Jasa K ena Pgjak, Undang-undang
Pajak Pertambahan Nilai hanya mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan
Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dengan tarif 10%, tanpa adanya ketentuan iebih lanjut yang
mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal Jasa K ena Pajak tersebut dimanfaatkan
di luar Daerah Pabean (Ekspor Jasa). Dengan demikian, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai
mengenakan tarif yang sama sebesar 10% atas penyerahan Jasa Kena Pgjak di dalam Daerah Pabean baik
untuk dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean maupun di luar Daerah Pabean.

Analisis yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan, penelaahan dokumen dan hasil wawancara
diperoleh kesimpulan bahwa K etentuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% atas ekspor Jasa
Kena Pgjak tidak sesuai dengan konsep teori Pajak Pertambahan Nilai antaralain prinsip tujuan (Destination
Principle) yang dianut oleh Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Teori Netralitas Pgjak Pertambahan
Nilai dan Teori Bukan Faktor Harga (VAT is not a cost price factor). Berdasarkan prinsip tujuan, atas
penyerahan Jasa Kena Pgjak di dalam Daerah Pabean untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan di luar Daerah
Pabean seharusnya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Teori Netralitas Pajak Pertambahan Nilai
menyatakan bahwa Pgjak Pertambahan Nilai seharusnyatidak dikenakan atas ekspor. Sedangkan teori yang
ketiga menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai bukanlah faktor penentu harga atau tidak masuk ke
dalam harga barang atau jasa yang diserahkan.
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Pengecualian dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Kena Pajak, dapat dilakukan dengan
menggunakan salah satu dari dua metode yaitu Exemption dan Zero Rate. Berdasarkan konsep teori dan
metode yang digunakan oleh negara-negara yang menerapkan sistem Pagjak Pertambahan Nilai (Vaue
Added Tax), metode yang sebaiknya digunakan adalah Zero Rate, yaitu pengenaan Pgjak Pertambahan Nilai
atas ekspor Jasa Kena Pgjak dengan tarif 0%.

Pengenaan Pgjak Pertambahan Nilai dengan metode Zero Rate (tarif 0%) ini, akan membuat ekspor Jasa
Kena Pajak menjadi bebas dari pengenaan Pgjak Pertambahan Nilal secara penuh (Free of Tax), karena atas
Jasa Kena Pajak yang diekspor tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha ekspor
tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan barang dan jasa yang berhubungan dengan Jasa
Kena Pgjak yang diekspor tersebut. Pengecualian dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai secara penuh
(Free of Tax) diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing harga dari produk-produk jasa yang diekspor
oleh Pengusaha Indonesia. Hal ini tentunya akan lebih menciptakan iklim dunia usahajasa di Indonesia
yang lebih kondusil. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan metode Zero Rate juga dilakukan dalam
rangka harmonisasi perpajakan demi terciptanya perdagangan internasional yang fair dan netral.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis permasalahan dalam tesis ini adalah pengenaan Pagjak
Pertambahan Nilal atas ekspor Jasa Kena Pgjak dalam peraturan perundang-undangan Pajak Pertambahan
Nilai di Indonesiabelum sesual dengan konsep teori Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya, disarankan agar
dilakukan perubahan ketentuan dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilal yang mengatur mengenal
penyerahan Jasa Kena Pgjak di dalam daerah pabean untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean (ekspor Jasa
Kena Pgjak) sehingga sesuai dengan konsep teori Pgjak Pertambahan Nilai.

<hr><i>The Indonesian VAT Prevailing Law follows a Destination Principle in imposing Vaue Added Tax.
Under this Destination Principle, VAT isimposed on goods and services consumed in the taxing
jurisdiction, regardless of where they are produce. VAT isimposed on imports for consumption in the state,
and VAT isrebated on exports to be consumed elsewhere. Fiscal frontiers must be maintained to ensure that
exports are fully rebated for the VAT paid in the exporter's domestic market and where the VAT rates
appropriate to the importer's home market can be applied.

Based on The Destination Principle, VAT is not imposed on goods consumed outside the taxing jurisdiction
(Exports of goods). This Exception of VAT Levy, done with Zero Rate Method. Zero Rate means that the
trader isfully compensated for any VAT he pays on inputs and, therefore, genuinely is exempt from VAT,
On the other hand, atrader liable to the zero rateis liable to an actual rate of VAT, with just happens to be
zero; therefore, such a zero-rated trader iswholly a part of the VAT system and makes afull return for VAT
in the normal way. However, when this trader applies the tax rate to his sales, it ends up asazero VAT
liability but from this he can deduct the entire VAT liability on hisinputs, generating a repayment of tax
from the government. In this way, the zero-rated trader reclaims al the VAT on hisinputs and bears no tax
on his outputs, and the purchaser of such atrader's sales buys the good free of VAT. Different matter with
VAT levy on exports of services. Indonesian VAT Laws imposed on every transfer of taxable servicesin
taxing jurisdiction with rate of 10%, regardless of where they are consumes. Therefore, 10% VAT is
imposed on export of taxable services.



Analysis that has been done based on study of literature books and interview, conclude that 10% VAT levy
on export of taxable servicesis not appropriate with Theory of VAT, among other things, Destination
Principle, Neutrality Theory and VAT is not a cost-price factor Theory. According to this principle and the
theory, VAT should not impose on services that consumed outside the taxing jurisdiction (Export of
services).

Exception of VAT levy on export of services can use exemption or zero rate. According to VAT Theory and
method used in countries that used VAT System, the method should be used is zero rate. Using Zero Rate
means that the exporter of servicesisfully compensated for any VAT he pays on inputs and, therefore,
genuinely isexempt from VAT. The exporter of services can reclaimsall the VAT on his inputs and bears
no tax on his outputs, and the purchaser of such atrader's sales buys services free of VAT. Using zero rate in
export of services will increase price competitiveness of service products that exported by Indonesian
producer. Further, this matter will create the conducive condition for business of servicesin Indonesia.

Based on analysis of the case in this examination, conclude that imposing Value Added Tax on export of
services according to the prevailing law is not appropriate with theory of VAT. Further, suggested that the
government should amendment prevailing law in particular that regulate about imposing Vaue Added Tax
on export of services.</i>



